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BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR %% TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual dan untuk menindaklanjuti
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia pada Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Upaya
Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Standar Akuntansi
Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran
2015 Pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, maka perlu
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu
Raya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);



Menetapkan :

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun
2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu
Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu
Raya Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010
Nomor 25);

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya
(Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor
33);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUBU RAYA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun
2014 tentang Kebijjakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014
Nomor 32), diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

(1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:

a.
b.
c.

R0 A

kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
penyajian laporan keuangan;

laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran
lebih;

neraca;

laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

. catataan atas laporan keuangan.

(2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:

ORFPIRFTIISR MO A0 TP

2. Lampiran I mengenai laporan realisasi anggaran berbasis kas dan laporan
perubahan saldo anggaran lebih, kebijakan akuntansi laporan operasional
dan laporan perubahan ekuitas, diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

3. Lampiran II mengenai kebijakan akuntansi piutang, kebijakan akuntansi

akuntansi kas setara kas;
akuntansi piutang;
akuntansi persediaan;
akuntansi investasi;
akuntansi aset tetap;
akuntansi aset lainnya;
akuntansi dana cadangan;
akuntansi kewajiban;
akuntansi pendapatan LO;
akuntansi pendapatan LRA;
akuntansi beban;
akuntansi belanja;

. akuntansi transfer;

akuntansi pembiayaan; dan
akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi,
perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan.
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persediaan, kebijakan akuntansi aset tetap, kebijakan akuntansi aset
lainnya, kebijakan akuntansi pendapatan LO, kebijakan akuntansi beban
dan kebijakan akuntansi belanja Pendapatan-LO diubah dan ditambah
dengan kebijakan akuntansi kas setara kas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Pesember 2015

({BUPATI KUBU RAYA, \

f RUSMAN ALI%,

—r—

Diundangkan di Sungai Raya
Padatanggal..R8_Pecember 2015
Pit SEKRETARIS DAERAH KABLIPATEN KUB RAYA

T

PRASETYO
KABUPATEN KUBU RAYA
.NOMOR.... 28 :

SLLCITTER R —"—

'ODAN
BERITA DAERAN

JAHUN..2019



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR?Y? TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU
RAYA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PENDAHULUAN

Tujuan

1.

Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran
dan Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-
dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo
Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang
realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD,
dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan
realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target
yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai

dengan peraturan daerah.

Laporan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang
kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
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Ruang Lingkup

4.

Kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan
dalam penyajian LRA yang disusun oleh SKPD, SKPKD dan
PPKD.

Kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih
hanya disajikan oleh entitas pemerintahan (Pemerintah Daerah).

MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

6.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai
realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan
pembiayaan dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya
ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas

pelaporan terhadap anggaran dengan:

(a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya ekonomi;

(b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara
menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi Kkinerja
pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas
penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang

berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan

diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam
periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara
komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan
informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi

perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
(a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;

(b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
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(c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN SALDO
ANGGARAN LEBIH

8.

10.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya

dalam satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan
secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika

dianggap perlu, informasi berikut:

(a) nama SKPD/PPKD/Pemda,;

(b) periode yang dicakup;

(c) mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan

(d) satuan angka yang digunakan.

Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai
perubahan saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan

dibandingkan tahun sebelumnya.

PERIODE PELAPORAN

11.

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih
disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam
situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan
Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu
periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas

mengungkapkan informasi sebagai berikut:

(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan
Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat
diperbandingkan.

=
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12. Laporan Realisasi Anggaran disajikan selambat-lambatnya 6

(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN SALDO
ANGGARAN LEBIH

13.

14.

15.

10,

17,

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga
menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja,
surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar.

Laporan Realisasi Anggaran  menyandingkan realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan

dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Realisasi Anggaran mencakup pos-pos sebagai berikut:

(a) Pendapatan-LRA;

(b) Belanja;

(c) Transfer;

(d) Surplus atau defisit;

(e) Penerimaan pembiayaan;

(f) Pengeluaran pembiayaan;

(g) Pembiayaan neto; dan

(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
Laporan Saldo Anggaran Lebih pos-pos sebagai berikut:

(a) Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu

(b) Penggunaan Saldo Anggaran

(c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
(d) Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

(e) Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan.
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INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI
ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

18. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan-
LRA menurut kelompok dan jenis pendapatan dalam Laporan
Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan
disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

19. Pos pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode
rekening jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah,
Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah

20. Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi
belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Pada laporan entitas pelaporan, klasifikasi belanja menurut
organisasi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.
Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas

laporan keuangan.
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

21. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata
uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing
tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal
transaksi.

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

22. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan
entitas akuntansi/pelaporan menyajikan laporan realisasi
anggaran dalam dua format yang berbeda, yaitu format sesuai
dengan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

"
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23.

Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan dan format Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah disajikan dalam lampiran kebijakan akuntansi ini.
Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan bukan merupakan
bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran ini adalah
mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

FORMAT LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

24.

25.

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah
selaku entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan
konsolidasian menyajikan format Laporan Saldo Anggaran Lebih
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam lampiran
kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi
dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan
lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan
akuntansi.
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

...............

ven

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)
Nomor Heabii Anggaran | Realisasi | % | Realisasi
Urut 20X1 20X1 20X0
1 Pendapatan
1.1 Pendapatan Asli Daerah
1:1.1 Pendapatan pajak
daerah
1.1.2 Pendapatan retribusi
daerah
1.1.3 Pendapatan hasil
pengelolaan
Kekayaan daerah yang
Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan
Asli
Daerah yang Sah
Jumlah
2.1 Belanja Operasi
2.1.1 | Belanja Pegawai
2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.2 Belanja Modal
2.2.1 | Belanja Tanah
2.2.2 | Belanja Peralatan dan
Mesin
2.2.3 | Belanja Gedung dan
Bangunan
2.2.4 | Belanja Jalan,Irigasi dan
Jaringan
2.2.5 | Belanja Aset Tetap
Lainnya
2.2.6 | Belanja Aset Lainnya

Jumlah

Surplus / (Defisit)




PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SKPD ....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31

DESEMBER....
(Dalam Rupiah)
Nomor : Anggaran s :
Urut Uraian Setelah Realisasi Lebih
Perubahan (Kurang)
1 Pendapatan
1.1 Pendapatan Asli Daerah
1.1.1 Pendapatan pajak daerah
1.1.2 Pendapatan retribusi
daerah
1.1.3 Pendapatan hasil
pengelolaan
Kekayaan daerah yang
Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
Jumlah
2 Belanja
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 | Belanja Pegawai
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai
2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa
2.2.3 | Belanja Modal
Jumlah
Surplus / (Defisit)
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31

DESEMBER....
(Dalam Rupiah)
No . Anggaran | Realisasi % Realisasi
Urut Uraian 20X1 20X1 20X0
1 Pendapatan Transfer
1.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan
1.1.1 Dana Bagi Hasil
1.1.2 Dana Bagi Hasil Pajak
1.1.3 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam
1.1.4 Dana Alokasi Umum
1.1.5 Dana Alokasi Khusus
1.2 Transfer Pemerintah Pusat -
Lainnya
1.2.1 Dana Otonomi Khusus
1.2.2 Dana Penyesuaian
1.3 Transfer Pemerintah Propinsi/
Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
1.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi ‘\
atau Pemerintah Daerah lainnya b
2 Lain-Lain Pendapatan yang Sah
2.1 Pendapatan Hibah
2.2 PendapatanDana Darurat f
Pendapatan
23 Pendapatan Lainnya
Jumlah Pendapatan
3 Belanja




3.1 Belanja Operasi
3.1.1 Bunga
3.:1.:2 Subsidi
3.1.3 Hibah
3.1.4 Bantuan Sosial
3.2 Belanja Tidak Terduga
Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja
3.3 Transfer
Bagi Hasil
Bagi Hasil Retribusi
-+ Jumlah Transfer
4.1 SURPLUS/(DEFISIT)
4.1.1 Pembiayaan Daerah
4.1.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah
4.1.3 Penggunaan SiLPA
4.1.4 Pencairan Dana Cadangan
4.1.5 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
4.1.6 Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman
4.2 Penerimaan Piutang Daerah
4.2.1 Jumlah Penerimaan
4.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
4.2.3 Pembentukan Dana Cadangan
4.2.4 Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan Neto
4.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SILPA)
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)
No . Anggaran L .
Urut Uraian Setelah Realisasi Lebih
Perubahan (Kurang)
Pendapatan

Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil

frd | e | ek
[y (-

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

P | [t [N ot [ ot o | ot | e [ ot
[
[u—

DO | b= |
WIN

Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah

1.2:1 Pendapatan Hibah
1.2.2 Dana Darurat
1.2.3 Dana Bagi Hasil Pajak
dariProvinsi
dan Pemerintah Daerah
Lainnya
1.2.4 Dana Penyesuaian dan
Otonomi
Khusus
1.2.5 Bantuan Keuangan dari

Provinsi

atau Pemerintah Daerah
lainnya

Jumlah Pendapatan

Belanja

Belanja Tidak Langsung

Belanja Bunga

Belanja subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan

SISHSIISISISHUNINIS
ol bl bl ol Ll Ul Ll L
N OO AW (N[

Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja
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SURPLUS/ (DEFISIT)

3. Pembiayaan Daerah
3.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah
311 Penggunaan SiLPA
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembali
Pemberian
Pinjaman
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah
Jumlah Penerimaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
Daerah
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan Neto
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SILPA)
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
. Anggaran | Realisasi Realisasi
R 20X1 20X1 | (%) | 20X0
Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi
Daerah

Pendapatan Hasil
Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

Pendapatan Asli Daerah
Lainnya

Pendapatan Transfer

Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan
Pajak
(Sumber Daya Alam)

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Transfer Pemerintah Pusat-
Lainnya

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian

Transfer Pemerintah
Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil
Lainnya

Lain-lain Pendapatan yang
Sah

Pendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Jumlah Pendapatan
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Belanja

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Bunga

Subsidi

Hibah

Bantuan Sosial

Belanja Modal

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan

Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja

Transfer/Bagi Hasil Ke Desa

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Retribusi

Bagi Hasil Pendapatan
Lainnya

Jumlah Transfer/Bagi Hasil
Ke Desa

Jumlah Belanja & Transfer

SURPLUS / (DEFISIT)

Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan

Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

Pinjaman Dalam Negeri —
Pemerintah Pusat

Pinjaman Dalam Negeri —
Pemerintah Daerah Lainnya

Pinjaman Dalam Negeri-
Lembaga Keuangan Bank

Pinjaman Dalam Negeri-
Lembaga Keuangan Bukan
Bank

14



Pinjaman Dalam Negeri-
Obligasi

Pinjaman Dalam Negeri-
Lainnya

Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman kepada
Perusahaan Negara

Penerimaan Kembali Pinjaman
kepada Perusahaan Daerah

Penerimaan Kembali Pinjaman
kepada Pemerintah Daerah
Lainnya

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman
Dalam Negeri-Pemerintah
Pusat

Pembayaran Pokok Pinjaman
Dalam Negeri-Pemerintah
Daerah Lainnya

Pembayaran Pokok Pinjaman
Dalam Negeri-Lembaga
Keuangan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman
Dalam Negeri-Lembaga
Keuangan Bukan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman
Dalam Negeri-Obligasi

Pembayaran Pokok Pinjaman
Dalam Negeri-Lainnya

Pemberia Pinjaman kepada
Perusahaan Negara

Pemberian Pinjaman kepada
Perusahaan Daerah

Pemberian Pinjaman kepada
Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Pengeluaran

PEMBIAYAN NETO

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA)
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
: LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER..

(Dalam Rupiah)

Anggaran
Uraian Setelah Realisasi Lebih
Perubahan (Kurang)

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan pajak daerah

Pendapatan retribusi daerah

Pendapatan hasil pengelolaan
Kekayaan daerah yang
Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah

Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam (\

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah

Pendapatan Hibah

g S
T

Dana Darurat

Dana Bagi Hasil Pajak
dariProvinsi

dan Pemerintah Daerah
Lainnya

Dana Penyesuaian dan
Otonomi

Khusus

Bantuan Keuangan dari
Provinsi

atau Pemerintah Daerah
lainnya

Jumlah Pendapatan

Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Bunga
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Belanja subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Tidak Terduga

Belanja Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Jumlah Belanja

SURPLUS/(DEFISIT)

Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

Penggunaan SiLPA

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali
Pemberian
Pinjaman Daerah

Penerimaan Piutang Daerah

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Utang

Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA)
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER....

No URAIAN 20X0 20X1
Urut

1. Saldo Anggaran Lebih awal,

2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

3, Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan

Anggaran tahun berjalan;

4, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun
Sebelumnya; dan

5. Lain-lain;

. . \-
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

S
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KEBIJAKAN AKUNTANSI
LAPORAN OPERASIONAL DAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1.

Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan
dasar-dasar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Daerah dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang
kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-
LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas

pelaporan.

Ruang Lingkup

3.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan
Operasional.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan
entitas akuntansi pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun
Laporan Operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban dan
surplus/deficit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu,

tidak termasuk perusahaan daerah.

Manfaat Informasi Laporan Operasional

5. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh

kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas
pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam
mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu

unit atau seluruh  entitas pemerintahan, sehingga  laporan
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operasional menyediakan informasi:

(a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah
daerah untuk menjalankan pelayanan;

(b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna
dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal
efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

(c) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan
peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

7. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus
akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga
penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan

neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Struktur dan Isi Laporan Operasional
Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO,
beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non
operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa,
dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar
secara komparatif Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam
Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang
berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti
kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih
lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

8. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
(a) Pendapatan-LO
(b) Beban
(c) Surplus/Defisit dari Operasi
(d) Kegiatan Non Operasional
(e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

(f) Pos Luar Biasa

(g) Surplus/Defisit-LO

20
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9. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun
klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan
klasifikasi yang menggunakan dasar Kklasifikasi yang sama yaitu

berdasarkan jenis.

Pendapatan-LO

Pengakuan Pendapatan - LO
10. Pendapatan-LO diakui pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya

aliran masuk sumber daya ekonomi ke kas umum daerah dan saat
timbulnya hak atas pendapatan.
11. Pendapatan LO pada PPKD

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipunggut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

b. Pendapatan Transfer
Pengakuan Pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan
diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah. Hal ini mengingat
bahwa kepastian penerimaan dari dana transfer akan sangat
tergantung dari persyaratan yang ditentukan meskipun terhadap
pendapatan tersebut melalui Ketetapan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Pusat.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD meliputi
Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri,
maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan.

d. Pendapatan Non Operasional
Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus
penjualan aset nonlancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka

panjang, surplus dari kegiatan non operasional lainnya.
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12. Pendapatan LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD meliputi PAD, yaitu pendapatan pajak
daerah dan pendapatan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Pendapatan Pajak Daerah diakui ketika timbulnya hak atas
pendapatan, kecuali terhadap pajak BPHTB diakui bersamaan kas
diterima. Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pembayaran yang
dilakukan untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan
dan pengakuannya tergantung dari jenis retribusi, yaitu untuk retribusi
[jin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan Lingkungan diakui
ketika timbulnya hak atas pendapatan retribusi tersebut yaitu pada
saat penetapan, dan untuk jenis retribusi lainnya ketika pembayaran
telah diterima pada Kas Umum Daerah.

13. Pengukuran Pendapatan LO

Pendapatan LO Operasioanl Non Pertukaran diukur sebesar aset yang
diperoleh dari taransasksi non pertukaran yang pada saat perolehan
tersebut diukur dengan nilai wajar.

Pendapatan LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan
harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun yang menjadi

tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

Beban

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya
kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke
pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
Contohnya tagihan rekening telpon dan rekening listrik yang belum
dibayar pemerintah. Terjadinya Konsumsi aset adalah saat pengeluaran
kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/
atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi saat penurunan
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nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya
waktu, contohnya adalah penyusutan.
a) Pengakuan Beban Pada PPKD
(1) Beban Bunga
Beban bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bungan
Obligasi. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo
untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai
beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun
saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
(2) Beban Subsidi
Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang
diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu
agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh
masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah
daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
(3) Beban Hibah
Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan
penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut
belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan
verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
(4) Beban Bantuan Sosial
Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan saat telah dilakukan
verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
(5) Beban Penyisihan Piutang
Beban peyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk
sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan
piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun.
(6) Beban Transfer
Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat
timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen
yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat

pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan
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sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut
dapat diakui sebagai beban.
b) Pengakuan Beban pada SKPD
(1) Beban Pegawai
Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS diakui
pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.
Beban pegawai yang pembayarannya ~melalui mekanisme
UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban (misal:bukti
pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.
(2) Beban Barang
Beban barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat
transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan
dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorium kegiatan
kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu
terkait dengan suatu prestasi. Beban barang dengan mekanisme LS
diakui pada saat timbulnya kewajiban. Beban barang dengan
mekanisme UP/GU/TU diakui pada saat bukti pembayaran telah
disahkan pengguna anggaran.
2) Pengukuran Beban
a) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang
digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut
diukur dengan nilai wajar.
b) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga
sebenarnya (actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi

tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan ekuitas (LPE) menyajikan pos-pos :
1. Ekuitas awal,
2. Surplus/defisit -LO pada periode bersangkutan;
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3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuita, yang
antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,
seperti : koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi
pada periode sebelumnya, dan perubahan nilai aset tetap karena
revaluasi aset tetap;

4. Ekuitas akhir.

Contoh Format Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas
disajikan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi ini. Lampiran hanya
merupakan ilustrasi untuk membantu pemahaman dan bukan bagian dari

kebijakan akuntansi ini.
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No URAIAN 20X1 20X0 Kenaikan/Pen | (%)
urunan
KEGIATAN OPERASIONAL

1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX XXX XXX
4 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX XXX XXX
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX XXX XXX

Pendapatan Asli Daerah Lainnya

6 XXX XXX XXX XXX
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX XXX XXX XXX
8 PENDAPATAN TRANSFER
9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN

10 Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX XXX XXX
11 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX XXX XXX
12 Dana Alokasi Umum XXX XXX XXX XXX
13 Dana Alokasi Khusus XXX XXX XXX XXX
14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan XXX XXX XXX XXX
15 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

16 Dana Otonomi Khusus XXX XXX XXX XXX
17 Dana Penyesuaian XXX XXX XXX XXX
18 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya XXX XXX XXX XXX
19 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX XXX XXX
21 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya XXX XXX XXX XXX
22 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi XXX XXX XXX XXX
23 Jumlah Pendapatan Transfer XXX XXX XXX XXX
24 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
25 Pendapatan Hibah XXX XXX XXX XXX
26 Pendapatan Dana Darurat XXX XXX XXX XXX
27 Pendapatan Lainnya XXX XXX XXX XK
28 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah XXX XXX XXX XXX
29 JUMLAH PENDAPATAN
30 BEBAN
31 Beban Pegawai XXX XXX XXX XXX
32 Beban Persediaan XXX XXX XXX XXX
33 Beban Jasa XXX XXX XXX XXX
34 Beban Pemeliharaan XXX XXX XXX XXX
35 Beban Perjalanan Dinas XXX XXX XXX XXX
36 Beban Bunga XXX XXX XXX XXX
37 Beban Subsidi XXX XXX XXX XXX
38 Beban Hibah XXX XXX XXX XXX
39 Beban Bantuan Sosial XXX XXX XXX XXX
40 Beban Penyusutan XXX XXX XXX XXX
41 Beban Transfer XXX XXX XXX XXX
42 Beban Lain-Lain XXX XXX XXX XXX
43 JUMLAH BEBAN XXX XXX XXX XXX
44 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI XXX XXX XXX XXX
45 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
46 Surplus Penjualan Aset Nonlancar XXX XXX XXX XXX
47 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang XXX XXX XXX XXX
48 Defisit Penjualan Aset Nonlancar XXX XXX XXX XXX
49 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang XXX XXX XXX XXX
50 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya XXX XXX XXX XXX
51 Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional XXX XXX XXX XXX
52 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA XXX XXX XXX XXX
53 POS LUAR BIASA
54 Pendapatan Luar Biasa XXX XXX XXX poo.d
55 Beban Luar Biasa XXX XXX XXX XXX
56 Pos Luar Biasa XXX XXX XXX XXX
57 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX XXX XXX
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PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 20X1 & 20X0

No. Uraian 20X1 20X0
1 | EKUITAS AWAL XXX XXX
2 | SURPLUS/DEFISIT L-O XXX XXX
3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ XXX XXX

KESALAHAN MENDASAR
4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX XXX
6 LAIN-LAIN XXX XXX
7 | EKUITAS AKHIR XXX XXX

UPATI KUBU RAYA,
B N

A e

A A
] FRUSMAN ALI A

'DiunEa“g'l?;?l q Sunaat Raya
'Pada tanggal... mber 2015

Pt. SEKRETARIS "AERAH KN’UPATENKUBU RAYA\

"IN

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAHIKABUPATEN KUBU RAYA
TARUN.Z9%_ \ nomoR ;
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR %% TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUBU RAYA NOMOR 32
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. Umum

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mngatur perlakuan akuntansi atas kas
dan setara kas yang mencakup pengakuan, pengukuran dan
pengungkapan dan penyajiannya dalam laporan keuangan
pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan pada akuntanasi kas dan setara kas dalam
rangka penyusunan neraca.

3. Pernyataan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas
pelaporan.

Definisi

4. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

5. Kas juga meliputi Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank
yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan.

6. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang
siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai
yang signifikan dan mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga)
bulan dari tanggal perolehannya.

7. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang
dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab :

1) Bendahara Umum Daerah (BUD), terdiri dari :
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a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening - rekening
pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk
menampung penerimaan dan pengeluaran daerah,

b. Setara kas, seperti deposito.

2) Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan
pertanggungjawabannya tidak dilakukan oleh BUD, yang terdiri
dari:

a. Kas di Bendahara Penerimaan

adalah saldo kas di bendahara penerima belum yang disetor ke kas

daerah

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang

harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan

pengeluaran SKPD, termasuk pengembalian belanja dan saldo kas
yang belum disetor ke kas daerah serta pajak yang belum disetor
ke kas negara.

c. Kas dan setara kas di Badan Layanan Umum Daerah

adalah saldo kas pada SKPD yang menerapkan pola pengelolaan

keuangan BLUD yang merupakan bagian dari kekayaan daerah

yang tidak dipisahkan. Kas di BLUD dapat disimpan dalam bentuk
tunai atau disimpan pada rekening di bank oleh bendahara

penerimaan atau bendahara pengeluaran.

B.PENGAKUAN

Kas dan Setara Kas diakui pada saat:

8. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan

9. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

C.PENGUKURAN

10. Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal

K\
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11. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi

rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

D.PENGUNGKAPAN

12. Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus
Kas

13. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan
dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan
bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari
aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada
Laporan Arus Kas.

14. Pengungkapan kas dan setara kas dalam catatan atas laporan
keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan :
a. Rincian kas dan setara kas
b. Kebijakan manajemen setara kas, dan

c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

(A Sy



KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

Tujuan

L.

Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur
perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang
dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya yang meliputi definisi, pengakuan,

pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh

piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang
disusun dan disajikan dengan basis akrual.

4. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kabupaten
Kubu Raya tidak termasuk perusahaan daerah.
Definisi

5. Piutang adalah jumlah wuang yang wajib dibayar kepada

pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat

dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

akibat lainnya yang sah.

Jenis Piutang

Ditinjau dari penyebab terjadinya piutang, maka piutang

pemerintah daerah dapat dibagi menjadi:

a. Piutang karena pendapatan

b. Piutang karena Perikatan

c. Piutang karena Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti
Rugi (kerugian daerah)

Piutang Karena Pendapatan

Piutang Pemerintah daerah karena pendapatan adalah hak

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

pemerintah telah memberikan jasa atau produk atau akibat
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B.

10.

11

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Contoh piutang ini adalah piutang Pendapatan Asli
Daerah (PAD), (misalnya piutang pajak daerah, piutang retribusi
daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan piutang
lain-lain PAD yang sah), piutang dana transfer (misalnya piutang
dana alokasi umum, piutang dana alokasi khusus), dan piutang
lain-lain pendapatan yang sah.

Piutang karena Perikatan

Piutang pemerintah daerah adalah hak pemerintah daerah yang
dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya
pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak
lain dan pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain.

Piutang karena Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti
Rugi

Piutang atas kerugian Daerah disebut sebagai piutang Tuntutan
Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan
Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung pegawai negeri
ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang
karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan
kerugian negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan
oleh BPK kepada Bendahara yang karena lalai atau perbuatan
melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

PENGAKUAN

Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku

atau akibat lainnya yang sah.

. Piutang pendapatan dapat diakui apabila :

a. telah diterbitkan surat ketetapan berupa Surat Ketetapan Pajak
Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah; dan/atau

b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan
penagihan; dan/atau




C.

belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

12. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) dan Sumber Daya Alam

13.

14.

15.

16.

17.

18.

apabila telah diterima alokasi kurang bayar definitif Dana Bagi
Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan.
Piutang Dana Alokasi Umum(DAU) diakui apabila akhir tahun
anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu
merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut
Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu
tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang
apabila Pemerintah Pusat mengakuinya dan menerbitkan suatu
dokumen yang sah untuk itu.
Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat pemerintah
daerah telah mengirim klaimpembayaran yang telah diverifikasi
oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya
tetapi belum dilakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui
oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum
ditransfer oleh pemerintah pusat.
Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi diakui apabila telah
diterima alokasi kurang bayar definitif yang ditetapkan dalam
Keputusan Gubernur.
Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit
dan kemitraan apabila memenuhi kriteria :
a. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak
dan kewajiban secara jelas,
b. Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
Piutang atas peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui apabila
telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara (SKP2KS)/Surat Keterangan Tanggug Jawab
Mutlak (SKJTM) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti
Kerugian Daerah.
Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian
Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya,
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dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada
saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka
waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan/atau surat
ketetapannya.

C. PENGUKURAN

19. Piutang Pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang
pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca, surat
ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima dicatat
sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai
rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

Informasi mengenai saldo piutang pajak dapat diperoleh dari dinas
pendapatan atau unit yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

20. Piutang Retribusi dicatat sebesar tagihan retribusi sebagaimana
tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang
belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

21. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam dicatat
sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal
pelaporan bagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan;

22. Piutang Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum
diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

23. Piutang Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah
diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum
ditansfer;

24. Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi dicatat sebesar
jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan
transfer Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi
ke Pemerintah Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam surat
keputusan gubernur.




25.

26.

27.

28.

Piutang Pendapatan Hibah dicatat sebesar jumlah yang belum
diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer pendapatan
Hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH).

Piutang Pendapatan Dana Darurat dicatat sebesar jumlah yang

belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer

pendapatan Dana Darurat dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah

Daerah.

Pengkuran piutang yang berasal dari perikatan adalah :

a. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang
dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa
barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal
pelaporan atas barang/jasa tersebut.

b. Piutang penjualan kredit dinilai sebesar nilai sesuai naskah
perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir
periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan
adanya potongan pembayaran makanilai piutang harus dicatat
sebesar nilai bersihnya.

c. Piutang kemitraan diakui sebesar berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian
kemitraan.

Pengukuran piutang ganti rugi adalah :

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesasr nilai yang jatuh tempo
dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua
belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan
penyelesaian yang ditetapkan,

b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan
dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
29. Aset berupa piutang dineraca disajikan sebesar nilai bersih yang

dapat direalisasikan (net realizable value), sehingga nilai piutang
harus disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak
tertagih.

0
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Tidak semua piutang pemerintah daerah dapat direalisasikan
karena belum tentu semua wajib bayar dapat melunasi
kewajibannya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu,
pemerintah daerah perlu mengantisipasi kemungkinan tidak
tertagihnya piutang dengan membuat penyisihan atas piutang
tidak tertagih.

Pada prinsipnya, semakin lama umur piutang maka semakin
besar pula kemungkinan tidak tertagihnya. Dengan demikian,
semakin lama umur piutang maka semakin besar pula penyisihan
piutang tidak tertagih yang harus diantisipasi oleh pemerintah
daerah.

Penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk
sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur
piutang.

Penyisihan Piutang Pajak tidak tertagih yang didasarkan pada
umur piutang dibedakan dalam empat jenis dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. Piutang Lancar ; < 1 tahun dari tanggal jatuh tempo

b. Piutang Kurang Lancar ; > 1- 3 tahun setelah tanggal jatuh
tempo

c. Piutang Diragukan ; > 3-5 tahun setelah tanggal jatuh
tempo

d. Piutang Macet ; > 5 tahun

Penyisihan Piutang Retribusi tidak tertagih yang didasarkan pada
umur piutang dibedakan dalam empat jenis dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. Piutang Lancar ; < 1 bulan

b. Piutang Kurang Lancar ; > 1 - 3 bulan
c. Piutang Diragukan ; > 3-12 bulan
d. Piutang Macet ; > 12 bulan

Besarnya prosentase penyisihan piutang pajak dan retribusi tidak
tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai
berikut :




a. Piutang Lancar ; nilai penyisihan sebesar 0,5%

b. Piutang Kurang Lancar ; nilai penyisihan sebesar 10%

c. Piutang Diragukan ; nilai penyisihan sebesar 50%

d. Piutang Macet ; nilai penyisihan sebesar 100%
Penyajian nilai penyisihan piutang tidak tertagih akan
dicantumkan dalam Laporan Keuangan pada Catatan atas
Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau
belum dihapus.

Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan
unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

PENGHAPUSAN

30.

31.

32.

33.

b.

Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak
dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang
Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam
Undang-Undang.

Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan
Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa
menghapuskan hak tagih daerah dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan
hak tagih Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghapusan Secara Bersyarat dan Secara Mutlak sepanjang
menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh:

. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah);
Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

34.Tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan yang Sudah Kadaluarsa
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D. PENGUNGKAPAN
35. Pengungkapan piutang di Catatan atas Laporan keuangan
menunjukkan posisi piutang pada tanggal laporan keuangan dan

menunjukkan asal-usul piutang.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A.UMUM

Tujuan
Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu
disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun
dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, yang memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

3. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah  daerah, dan barang-barang yang

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa :

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam
rangka kegiatan operasional pemerintah,

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam
proses produksi,

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat,

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

e. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan

Akun Standar.
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5. Persediaan terdiri dari :

a. Persediaan bahan habis pakai, yaitu persediaan alat tulis kantor,
dokumen/administrasi tender, alat listrik dan elektronik (seperti;
lampu pijar, battery kering), perangko, materai dan benda pos
lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar
minyak/gas, isi tabung pemadam kebakaran, dan isi tabung gas.

b. Persediaan bahan/ material, yaitu persediaan bahan baku
bangunan, bahan/bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan,
bahan kimia, dan bahan makanan pokok.

c. Persediaan barang lainnya, yaitu persediaan barang yang akan

diberikan kepada pihak ketiga.

B. PENGAKUAN
6. Persediaan diakui pada saat :
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah

daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan

andal,

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya v
berpindah. 0

c. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui berdasarkan A
hasil inventarisasi fisik. f/

C. PENGUKURAN

7. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka
pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan
keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi yang
disesuaikan dengan SOP pencatatan persediaan /harga pokok
produksi terakhir/nilai wajar sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar
Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
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8. Persediaan disajikan sebesar :

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya
perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara
langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan
harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya
perolehan.

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung
yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak
langsung yang dialokasikan secara sistematis.

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan

berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

D.PENGUNGKAPAN
9. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.
10. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan:
a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam mengukur
persediaan;
b. Jumlah persediaan;
c. Jenis persediaan;

d. Kondisi persediaan.

14



KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM
Tujuan
Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan,
penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi
atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.
Ruang Lingkup
Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset
tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun
dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk
entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak
termasuk perusahaan daerah.

2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap

pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran,

penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.

3. Aset tetap tidak diterapkan untuk:

a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui
(regenerative natural resources).

b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral,

minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak
dapat diperbaharui (non- regenerative natural resources).
Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk
mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang
tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari
aktivitas dan aset tersebut.

4. Aset tetap diklasifikasikanberdasarkan kesamaan dalam sifat atau \‘\

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah {/

sebagai berikut : -

a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin; §
c. Gedung dan Bangunan; “/

d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
e. Aset Tetap Lainnya;

15



10.

1L

f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan

bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya
yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua

belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

.Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam
kondisi siap dipakai. Klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi
perpustakaan/non buku, barang bercorak
kesenian /kebudayaan /olahraga, hewan, ikan dan tanaman.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan
belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional
pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di

pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Definisi

12. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

13. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang

dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi
sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap

untuk dipergunakan.
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14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

Masa manfaat adalah:

a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pelayanan publik;

b.Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh
dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan
publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh

pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran

biaya pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya

perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi

penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian

kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk

melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset

tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) selama masa

manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang

dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara

khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang

berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal

rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan

utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk

membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk

kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan

dalam kontrak konstruksi.

Uang muka Kkerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor

sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi

kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam

nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi

17



25.

26.

o0

28.

29,

e 8 o p

4

30.

31.

32.

dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa
konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar
hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk
pembayaran jumlah tersebut.

Termin (progressbilling) adalah jumlah yang ditagih untuk
pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah
dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan
atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

PENGAKUAN ASET TETAP

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat
diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
Berwujud;

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,;

Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk
pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal
kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan
oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan
bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya
berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti
bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti

kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap
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33.

belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih
adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti
pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli
(akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka
aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa
penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah
terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama
pemilik sebelumnya.

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya diterima
atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau saat penguasaannya

berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas.

BATASAN JUMLAH BIAYA KAPITALISASI (Capitalization Treshold)

34.

35.

36.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran
pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil
pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah
perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset
tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai
perunitnya sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp 750.000

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian,

37.

hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset
tetap lainnya tidak ada batas minimum.
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset

tetap konstruksi sebesar:

a. Gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari

C.

38.

Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

b. Tanah, jalan, irigasi, jaringan dan jembatan tidak ada batasan

nilai.

PENGUKURAN ASET TETAP
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset

tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan
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39.

40.

o o o o

maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan.
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
. biaya perencanaan;
. biaya lelang;
biaya persiapan tempat;
. biaya pengiriman awal (initialdelivery) dan biaya simpan dan
bongkar muat (handlingcost);
. biaya pemasangan (instalationcost);

biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan

e
f.
g. biaya konstruksi.
h

41.

42.

43.

44.

. biaya administrasi

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan
biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan
aset tetap tersebut.

Biaya perolehan Tanah meliputi harga pembelian atau biaya
pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka
memperoleh hak, honor tim, biaya pematangan, pengukuran,
penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah
tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua
yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua
tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan aset peralatan dan mesin adalah meliputi harga
pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya
langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai
peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan aset gedung dan bangunan adalah harga
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45.

46.

47.

pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB,
notaserta biaya lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan
gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan aset irigasi, jalan dan jaringan yang diperoleh
melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan,
pembelian atau biaya yangris dan pajak meliputi seluruh biaya
yang dikeluarkan harga pembelian

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap
pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu
komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat
diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau
membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya
administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada

perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

48.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh
secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga
gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-

masing aset yang bersangkutan.

PERTUKARAN ASET TETAP (Exchange of Assets)

49.

50.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau
pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya.
Aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai
ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan
dengan  jumlah setiap kas atau setara kas yang
ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset
yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai
wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam
pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam

transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai
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tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

51. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti
adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas.
Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-
bukukan (writtendown) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan
(writtendown) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh
dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran
bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila
terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini
mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai

nilai yang sama.

ASET TETAP DIGUNAKAN BERSAMA

52. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi,
pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas
Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan
pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan
surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

53. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan

pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

54. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan
pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum
(fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya
Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat
penguasaannya berpindah.

55. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai
berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah
Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST,
maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset

tetap fasos fasum diperoleh.

ASET DONASI
56. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat
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57.

58.

59.

sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa
persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan
nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk
digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan
apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila
didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum,
seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut
dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah
daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset
tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya
kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset
tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap
dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset
donasi, maka perolehan tersebut dicatat sesuai jenis aset pada

neraca dan diakui sebagai pendapatan operasional.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (Subsequent Expenditures)

60.

61.

62.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk
peningkatan kapasitas/volume, peningkatan mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat
aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat
atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk
peningkatan kapasitas/volume, peningkatan mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, seperti pengecatan, pembersihan,
perawatan rutin kendaraan, dan perawatan rutin instalasi
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar

memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk
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peningkatan kapasitas/volume, peningkatan mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, sebagaimana pernyataan pada paragraf
60 diatur dalam keputusan kepala daerah.

PENGUKURAN BERIKUTNYA (Subsequent Measurement) TERHADAP
PENGAKUAN AWAL

63.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang
memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan

dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

PENYUSUTAN

64. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang
bersangkutan.

65. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai

66.

pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban
penyusutan dalam laporan operasional.

Tujuan utama dari penyusutan adalah menyesuaikan nilai aset
tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu
penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan
kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap

dalam kegiatan pemerintahan.

TOTAL MASA MANFAAT ASET

s URAIAN MASA MANFAAT
BARANG

i Alat Berat 10 tahun

2 Alat Angkut
2.3.1 | Bermotor 7 tahun
2.3.2 | Tidak Bermotor 2 tahun

2.4 Bergerak dan alat mesin bengkel
2.4.1 | Bermesin 10 tahun
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2.4.2 | Tidak bermesin 5 tahun
2.4.3 | Alat ukur 5 tahun
2.5 Alat pertanian 5 tahun
2.6 Alat kanotr dan rumah tangga 5 tahun
2.7 Alat studio dan komunikasi 5 tahun
2.8 Alat kedokteran 5 tahun
29 Alat laboratorium 10 tahun

3.1 Alat-alat persenjataan

3.1.1 | Senjata api 10 tahun

3.1.2 | Non senjata api 2 tahun
3.2 Gedung dan bangunan

3.2.1 | Gedung 50 tahun

3.2.2 | Monumen 50 tahun
3.3 Jalan irigasi jaringan

3.3.1 | Jalan 10 tahun

3.3.2 | Jembatan 50 tahun
3.4 Bangunan air 50 tahun
3.5 Instalasi 30 tahun
3.6 Jaringan 30 tahun

67. Metode Perhitungan besarnya penyusutan setiap periode
ditentukan  menggunakan  Metode Lurus

dengan {/

menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan nilai aset tetap
dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata
selama masa manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai
dalam metode ini digunakan sebagai pengali nilai yang dapat
disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan.

Formula penghitungan penyusutan aset tetap pemerintah daerah
adalah sebagai berikut :

Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan

Masa manfaat
Keterangan formula adalah sebagai berikut :
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i Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk
aset tetap suatu periode yang dihitung dengan pendekatan
bulanan;

5 8 Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31
Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai
dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh
setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan;

iii. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang

68

69.

70.

71

diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/
atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa
yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas

pemerintahan dan/ atau pelayanan publik.

. Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan

berdasarkan pendekatan bulanan tanpa memperhitungkan adanya

nilai residu. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak

diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat

Aset Tetap. Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca

dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap

tersebut dihapuskan.

Selain Aset Tetap berupa Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan,

seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dankarakteristik

aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan

tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan

penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak
dapat digunakan atau mati.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang

direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen
sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang
untuk dilakukan penghapusannya; dan

b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang
telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan.
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(2.

Terhadap suatu aset yang sudah disusutkan seluruh nilainya
hingga nilai bukunya menjadi Rp. 0,00 namun secara teknis aset
tersebut masih dimanfaatkan, maka aset tetap tersebut tetap
disajikan dalam neraca dengan menunjukkan nilai perolehan

maupun akumulasi penyusutannya.

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (Revaluation)

73.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan
karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut
penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

74.

75.

76.

Tl

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari
neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan
penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat
ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada
Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan
DPRD.

Dalam hal ini ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai
penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajiana
set tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap
gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antaranilai revaluasi
dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

PENGUNGKAPAN ASET TETAP

Aset Tetap disajikan di Neraca berdasarkan biaya perolehan Aset
Tetap dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal
pelaporan dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing

jenis aset tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat

(carrying amount);
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b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan :
1) penambahan;
2) pelepasan;
3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
4) mutasi aset tetap lainnya.
c. Informasi penyusutan, meliputi:
1) Nilai penyusutan;
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan
akhir periode.
78. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset
tetap;
c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
79. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal
berikut harus diungkapkan:
. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
. Tanggal efektif penilaian kembali;

. Jika ada, nama penilai independen;

a0 TP

. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya
pengganti; dan
e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
80. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan
dalam catatan atas Laporan Keuangan.

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN %
81. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang f

dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum
selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan
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82.

83.

mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,
irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses
perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu
periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan
suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut
bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri
(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

KONTRAK KONSTRUKSI

84.

85.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah
aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain
dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan
penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung

dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;

b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung
pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen

konstruksi dan value engineering;

d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi

lingkungan.

PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONSTRAK KONSTRUKSI

86.

87.

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara
terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan
tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu
komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi
secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara
bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi
atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset,
konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak
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88.

konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini
terpenuhi:

a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor
serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian
kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset
tersebut;

c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan
konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau
dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat
dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan
diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam
rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup
dalam kontrak semula; atau

b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan
harga kontrak semula.

PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

89.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam
Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan
datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

90. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang

91.

dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan
oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun
dan sudah diserah terimakan akan direklasifikasi menjadi aset

tetap sesuai dengan kelompok asetnya

PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
92. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
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93. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya
dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;dan
c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan
konstruksi yang bersangkutan.
94. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan Kkegiatan
konstruksi antara lain meliputi:
a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan
ketempat lokasi pekerjaan
d. Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung
berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan
perencana.
95. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada
umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu, meliputi:
a. Asuransi;
b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung
berhubungan dengan konstruksi tertentu;
c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan
konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
96. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak
konstruksi meliputi:

a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor
berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum
dibayar pada tanggal pelaporan;

c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga
sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.

97.Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang
timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya
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konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan
ditetapkan secara andal.

98.Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang
timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk
membiayai konstruksi.

99.Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi
jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang
bersangkutan.

100. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset
yang diperoleh dalam suatu periode tertentu,biaya pinjaman
periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing
konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total
pengeluaran biaya konstruksi.

101. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara
tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat forcemajeur maka biaya
pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara
pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

102. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang
penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis
pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.
Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang
masih dalam proses pengerjaan.

PENGHENTIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

103. Dalam beberapa kasus, suatu kontruksi dalam pengerjaan dapat
saja dihentikan pembangunannya karena ketidaktersediaan dana,
kondisi politik ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian
kontruksi dalam pengerjaan dapat berupa penghentian sementara

dan penghentian permanen.

PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
104. Informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan harus
diungkapkan pada akhir periode akuntansi:
a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat
penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
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c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

d. Uang muka kerja yang diberikan; dan Retensi.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM

Tujuan

. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset
lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta
pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Ruang Lingkup

. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka
penyusunan laporan neraca.

. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk
perusahaan daerah.

Definisi

. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset
tetap dan dana cadangan.

. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Aset Tidak Berwujud;

Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat

® 2 0 T

diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran
kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan
kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang
dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai

akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan
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10.

11.

12.

13.

melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau
kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan
terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk
menuntut penggantian atas suatu Kkerugian yang diderita oleh
Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut
atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak
usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)

b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa
pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor,
dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan
dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya
dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya
kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada
pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang
disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak
ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset,
biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah.
Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran
tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan
pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak
kerjasama.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah
daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak

ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain
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14.

15.

16.

17.

B.

18.

19.

berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun
tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan
tujuan pembangunan aset tersebut.

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat
dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek,
serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat
diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh
pemerintah daerah.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran,
Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan
Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan
dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak
berat atau dikuasai pihak lain sehingga tidak dapat dimanfaatkan
lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai
kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan
oleh pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima
atau dokumen sejenisnya.

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum

pada Bagan Akun Standar.

PENGAKUAN

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah
daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal.

b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa
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20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi
berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa
penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan

dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah
dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke
kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan
angsuran.
Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang
telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum
daerah.
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan
setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke
kas umum daerah.
Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang
diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk
membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini
disajikan terpisah dari Aset Tetap.
Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan
sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor
kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai
berikut :
a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar
nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut

dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
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b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar
harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

27. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang
harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud
hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut
mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau
jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk
kedalam entitas tersebut.

28. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai buku.

29. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

D. PENGUNGKAPAN
30. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,
sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Rincian aset lainnya;
b. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa,
KSP, BOT dan BTO);

c. Informasi lainnya yang penting.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENDAPATAN-LO

A.UMUM
Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan

Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi

tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang

disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis
akrual.

. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang memperoleh

anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi Pendapatan LO

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
. Jenis Pendapatan LO adalah : f

a.
1)
2)
3)
4)

b.
1)
2)
3)
4)

C.
1)

. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

==\ 7

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, terdiri dari:
Pendapatan Pajak Daerah-LO;

Pendapatan Retribusi Daerah-LO;

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO; dan
Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pendapatan Transfer-LO, terdiri dari:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO;

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO;
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO; dan
Bantuan Keuangan-LO.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Pendapatan Hibah-LO;
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2) Dana Darurat-LO; dan
3) Pendapatan Lainnya-LO.

B.PENGAKUAN

Pengakuan Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah ;

Jenis Pendapatan

Pengakuan

Pajak Daerah;

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Parkir

g. Pajak Air Tanah

h. Pajak Sarang Burung Walet

i. Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan

j. Pajak Bumi dan Bangunan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan

Pada saat penetapan
Pada saat penetapan
Pada saat penetapan
Pada saat penetapan
Pada saat kas diterima
Pada saat penetapan
Pada saat penetapan
Pada saat penetapan

Pada saat penetapan

Pada saat penetapan

Pada saat kas diterima

Retribusi Daerah;
a.IMB
b.Pelayanan Persampahan/Kebersihan
c.ljin Gangguan Tempat
Usaha/Kegiatan Kepada Badan
d.Pengendalian Menara Telekomunikasi
e.ljin Usaha Perikanan kepada Orang
Pribadi
f. Pelayanan Kesehatan-Puskesmas
g.Jasa Umum ;
1. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum

Pada saat penetapan
Pada saat kas diterima

Pada saat penetapan

Pada saat penetapan

Pada saat penetapan

Pada saat kas diterima

Pada saat kas diterima
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2. PKB kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air
3. Pengujian Kendaraan Bermotor
h. Jasa Usaha ;
1. Pelayanan Pelabuhan
2. Terminal
i. Perijinan Tertentu,;

1. [jin Trayek

Pada saat kas diterima

Pada saat kas diterima

Pada saat kas diterima

Pada saat kas diterima

Pada saat kas diterima

Daerah yang dipisahkan :
a.Bag.laba atas penyertaan modal

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Pada Saat Kas diterima

Lain-lain PAD yang sah :
a. Penerimaan jasa giro
b. Pendapatan dari pengembalian

c. Lain-lain penerimaan

Pada saat kas diterima
Pada saat kas diterima

Pada saat kas diterima

2. Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan

Pengakuan

Dana Bagi hasil pajak

Pada saat kas diterima

Dana Bagi hasil SDA

Pada saat kas diterima

DAK

Pada saat kas diterima

DAU

Pada saat kas diterima

3. Transfer Pemerintah Provinsi ;

JenisPendapatan

Pengakuan

Dana Bagi hasil pajak

Pada saat kas diterima

Dana Bagi hasil lainnya

Pada saat kas diterima
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8. Lain-lain pendapatanDaerah yang sah ;

JenisPendapatan Pengakuan
Pendapatan hibah Pada saat kas diterima
Bantuan Keuangan dari Provinsi Pada saat kas diterima

C. PENGUKURAN

9. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran),
kecuali transfer dana kapitasi kesehatan, berdasarkan nilai bersih
setelah dikurangi biaya pemindahbukuan antar bank.

10. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada
tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

11. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO)
sesuai dengan Klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) sesuai
dengan Kklasifikasi sumber pendapatan.

— S
N’N
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KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

A.UMUM

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran
pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah
disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.

Ruang Lingkup

. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam
penyusunan laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan
dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, yang memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
UmuDaerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

.Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari
akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan
tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
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B.PENGAKUAN
6. Pendapatan-LRA diakui pada saat:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh
Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum
disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan
tersebut merupakan bagian dari BUD.

c. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung
dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran
entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib

melaporkannya kepada BUD.

C.PENGUKURAN

7. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran),
kecuali transfer dana kapitasi kesehatan, berdasarkan nilai bersih
setelah dikurangi biaya pemindahbukuan antar bank.

8. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada
tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
9. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
dengan basis kas sesuai klasifikasi dalam BAS.

.._.P\C?
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KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

. UMUM

Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas
belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan
pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan
entitas pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang
memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk
perusahaan daerah.

Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan
Realisasi Anggaran (LRA).

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak
terduga, serta belanja transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi
antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan
sosial.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik
dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada
pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS
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KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

. UMUM
Tujuan
Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas
beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan
pemerintah daerah.
Ruang Lingkup
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas
akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya,
yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk
perusahaan daerah.
Definisi
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan
Opeasional (LO).
Jenis-jenis benan adalah :
a. Beban operasi
b. Beban transfer
c. Beban non operasional
d. Beban luar biasa
Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional
entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
Beban Operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa,
beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial,
beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan

beban lain-lain.
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10.

11.

12.

13.

14.

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik
dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada
pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan
oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan
atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang
berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakali,
perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium
kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan
tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah
untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban
penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban
pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah
yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan
biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang
diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu
agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh
masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang,
barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan,
yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam
bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
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15.

16.

17.

18.

19.

penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus
dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait
ketertagihan piutang.

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam
kategori tersebut di atas.

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah
kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan
perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang
tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,tidak
diharapkan terjadi berulang-ulang, dankejadian diluar kendali

entitas pemerintah.

B. PENGAKUAN

20.

21.

22.

23.

Beban diakui pada:

a. Saat timbulnya kewajiban;

b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya
peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti
keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening
telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum
dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat
pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya
kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan
operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan
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24.

25.

26.

27.

28.

dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan
atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban
dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal
proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu
antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan
beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi
untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen
penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum
dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban
dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika
beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan
meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila
perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran
kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan
saat pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal
proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu
antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana
pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka
pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa
dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat
pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa
dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai
Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai
Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
Beban penyusutan diakui berdasarkan metode perhitungan

penyusutan setiap periode ditentukan menggunakan Metode Garis
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29.

30.

31.

32.

33.

Lurus dengan menggunakan pendekatan bulanan.

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/ periode
akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah
ditetapkan dan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk
dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban
bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh
tempo melewati tanggal pelaporan.

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah
daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi
dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah
diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat
diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi

sebelum pengeluaran kas.

PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas
kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan
menggunakan mata uang rupiah.

b.nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika

barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

PENGUNGKAPAN

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari
beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan
hal-hal lain yang berhubungan.
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